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Dinas PMD Fasilitasi Aparatur Desa Dalam Tertibkan Pengelolaan Aset 

 

  
Sumber gambar: 

https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2023/03/02/dinas-pmd-fasilitasi-aparatur-desa-dalam-

tertibkan-pengelolaan-aset/ 

 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan 

(Kalsel) memfasilitasi aparatur desa dalam menertibkan pengelolaan aset desa agar 

terselenggaranya pemerintahan desa yang baik, terutama tersedianya data yang valid dan 

akuntabel. 

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah mengatakan, kodefikasi 

aset desa secara nasional menjadi acuan bagi pemerintahan desa dalam penatausahaan 

aset desa yang baku, seragam, dan terpadu untuk mewujudkan tertib administrasi dan 

mendukung tertib pengelolaan aset desa yang lebih efektif dan efisien. 

“Sehingga pedoman umum kodefikasi aset desa ini dibuat dan disusun agar dapat 

terciptanya kesamaan persepsi di lingkungan pemerintahan desa mengenai pentingnya 

pengelolaan aset," imbuh Faried. 

Dia menjelaskan pemerintah desa harus lebih mandiri dalam mengelola 

pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk pengelolaan aset 

dan kekayaan milik desa. 

Maka dari itu, lanjut dia, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip 

akuntabilitas dalam tata pemerintahannya. 
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Faried pun menginginkan, dari Bimtek ini dapat meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan bagi aparatur pemerintah desa agar penyelenggaraan tugas operasional 

pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik. 

“Jadi, bisa tertib administrasi yang mencakup administrasi keuangan, administrasi 

aset sekaligus pertanggungjawabannya dan jenis-jenis administrasi pemerintahan desa 

lainnya,” kata Faried. 

 

Sumber berita: 

1. https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2023/03/02/dinas-pmd-fasilitasi-aparatur-

desa-dalam-tertibkan-pengelolaan-aset/, 2 Maret 2023.  

2. https://banjarmasin.apahabar.com/post/pmd-kalsel-fasilitasi-aparatur-desa-tertibkan-

pengelolaan-aset-les7ox1q, 3 Maret 2023.  

 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah 

 Pasal 1  

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. 

2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. 

3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam 

mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan 

tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 

4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak 

digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan 

kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan 

tidak mengubah status kepemilikan. 

5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam 

jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 



 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/ Lela Damaris                               3 

 

6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu 

tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan 

kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang. 

7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, 

dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, 

dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

 Pasal 14 ayat (2) Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain 

melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertipikat 

tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara 

Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" 

antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong 

yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara 

lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, 

dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara. 

 

 Pasal 19 ayat (2) Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya 

pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya 

dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik 

Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / 

Walikota. 


